
BAB I  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Kesimpulan pada analisis deskriptif, dimana pengungkapan terhadap penerapan 

standar 102-46 dan 102-47 masih cukup baik, dimana 56,25% perusahaan mampu 

mengungkapkan setiap syarat yang terdapat dalam penerapan standar 102-46 dan 102-47. 

Sama halnya dengan penerapan standar 102-46 dan 102-47, penerapan 103-01 juga 

memiliki persentase cukup baik dalam mengkungkapkan setiap syarat yang terdapat dalam 

setiap penerapan yaitu 43.75%. Sementara itu penerapan AA1000AP memiliki persentase 

yang tinggi yaitu sebesar 96.25% yang artinya dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh 

perusahaan pertambangan memenuhi persyaratan pengungkapan standar AA1000AP. 

Berdasarkan hasil yang telah dianalisis dalam penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan untuk menjawab masalah yang ada dalam perusahaan pada sektor 

pertambangan sebagai berikut: 

1. Definisi materialitas dalam laporan keberlanjutan 

Dalam laporan keberlanjutan perusahaan pada sektor pertambangan, setiap 

pengertian materialitas cukup didefinisikan secara umum dan signifikan sesuai dengan 

prinsip materialitas yang ditetapkan oleh indikator disclosure GRI Standard Core. 

Setiap isu material dianggap penting dan harus sejalan dengan strategi perusahaan. 

Adanya diskusi yang selalu melibatkan pihak-pihak yang terkait dapat membantu 



perusahaan untuk mempertimbangkan penetapan dampak material dari setiap kegiatan 

operasional dan ketentuan yang berlaku.  

 

2. Pemangku kepentingan berperan penting dalam menentukan topik material.   

Setiap penilaian materialitas dilakukan sesuai dengan penerapan standar 

AA1000AP yang terdiri dari Commitment, Integration & Capacity Building; 

Materiality Determination; Communication. Keterlibatan pemangku kepentingan 

berpengaruh dalam membagikan umpan balik kepada emiten atas masing-masing 

program yang sudah dirancang oleh departemen CSR berdasarkan penilaian yang telah 

dilakukan. Penetapan dampak material dari setiap kegiatan operasional, dimana 

perusahaan menyelenggarakan konsultasi yang mencakup pihak internal dan eksternal 

dan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku. 

 

3. Masalah material yang paling banyak ditemui adalah isu lingkungan.  

Pada perusahaan pertambangan tentu saja dampak terhadap lingkungan sangat 

berpengaruh. Dampak negatif terhadap lingkungan melalui kegiatan tambang secara 

total dapat mengubah baik tanah dan iklim yang disebabkan oleh seluruh lapisan tanah 

di atas deposit bahan tambang disingkirkan serta hilangnya vegetasi alam yang secara 

tidak langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, 

pengendalian emisi, banjir, penyerap karbon, pengelolaan kualitas udara, pemasok 

oksigen dan pengatur suhu, dan pengelolaan limbah 



B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat memberikan 

saran-saran untuk beberapa pihak seperti berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Setiap penerapan standar yang sudah dipatuhi dapat dipertahankan oleh 

perusahaan. Sebaiknya manajemen perusahaan perlu menambahkan peningkatan 

rencana manajemen dan melakukan rencana manajemen secara patuh dan konsisten 

terhadap kegiatan CSR agar dapat berjalan dengan baik. Perusahaan diharapkan dapat 

memberikan informasi pengungkapan tentang ekonomi, lingkungan dan sosial lebih 

terperinci sesuai Standar GRI. Pengungkapan penilaian topik material dari Standar GRI 

sebaiknya dapat dilaporkan lebih lengkap dalam Laporan Keberlanjutan. 

2. Bagi Investor 

Sebagai calon investor ada baiknya untuk melihat laporan keberlanjutan 

perusahaan sebelum menginvestasikan dana kepada perusahaan dan dapat 

memperhatikan unsur tanggung jawab sosial perusahaan yang ada pada laporan 

keberlanjutan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat sebelum melakukan 

investasi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan 

untuk peneliti selanjutnya mengenai tanggung jawab sosial perusahaan selanjutnya. 

Penelitian ini menyarankan agar peneliti selanjutnya memasukkan kekuatan lembaga 

negara (regulasi) dalam pengaturan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. 

 


